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Pemerintah Setuj’ui""
Kenaikan Tunjangan DPR

JAKARTA (Suara Karya):
Anggota Badan Urusan
Rumah Tangga (BURT) DPR
Irma Suryani mengatakan,
‘pemerintah sudah menye-
tujui usulan kenaikan tun-
jangan itu meski besaran 5
tunjangan tidak seperti yang
diusulkan DPR. s
7Pemerintah sudah mem-
‘berikan persetujuan akan ke-
naikan itu meski besarannya
tidak sebesar yang diusulkan.
Jadi, tidak seperti data yang
ada di teman-teman media.
Itu, kan, baru usulan,”
katanya di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, pemerintah
memberikan persetujuan
kenaikan tunjangan minimal
Rp 5 juta dan maksimal Rp 6
juta. *Nah, tapi itu terdiri dari
banyak itemn. Ada tunjangan
listrik, tunjangan kehormat-
an, dan lainnya. Jadi, bisa
saja tunjangan telefon hanya
naik Rpl juta,” katanya. "
Dia menjelaskan, mayori-
tas fraksi setuju saat pen-—
gusulan kenaikan tunjangan
DPR: Dia mengalkui, sempat
terjadi perdebatan mengenai-
besaran kenaikan tunjangarn
_DPR. Meski menjadi salah =
satu fraksi yang menyetujui
kenaikan tunjangan DPR
itu, namun pihaknya akan
menuruti apa kehendak dari
pemerintah. 5
. 7Kami punya prinsip, jika
Presiden Jokowi menolak
pun, kami tidak ada soal.
Kalau kini Presiden sudah
menyetujuinya, pasti peme-
rintah sudah melakukan 5
kajian. Seperti saat ini, kan,
sudah disetujui dan besaran-
nya tidak seperti yang
diusulkan, ya, kami tidak
masalah soal ita,” yjarnmya.
Meski sudah disetujui-pe-

. “merihtah melalui surat dari

Menteri Keuangan, namun -~
hal itu belum didistribusikan.
"Kapannya, saya belum
dapat informasi,” katanya.

Ia memahami, kenaikan:
tunjangan DPR akan menja-
di perbincangan publik di
tengah sulitnya kondisi_
ekonomi di Tanah Air. Irma

-.menjelaskan, usulan

mi belurn memburuk.

~ »Memang ini menjadi

> i pun
tidak tepat. Tapi, apa
yang sudah diputuskan

merintah,. L g
I:r?elalui kajian. Kami 1ng1r01ta -
perbaikan performa a,ngf

dewan melalui kapasn;ai),ﬂi)
kapabilitas, dan akuntal

tisi kenaikan itu. Menurut
dia, kenaikan tunjangan
DPR belum waktunya kare-
na kinerja masih rendah.
Hal itu justru akan mem-
buat gaduh di masyarakat.
“Kalau kinerja kita masih
sangat rendah, buat apa
dipaksakan pembangunan
gedung, kemudian
meningkatkan tunjangan
jabatan,” kata Maxtin. .
- Martin menilai; kenaikan
tunjangan itu hal yang wajar
saja asal kinerja DPR sejalan
dengan keinginan rakyat.

. Namun faktanya, kinerja

anggota DPR masih minim.
*Tapi, jika kinerja kita
scjalan dengan apa yang
diharapkan masyarakat, kita
naikkan tunjangan pun
tidak ada yang memper—
masalahkan. Masih
memadai tUnjangan yang
sekarang,” ucapnya.

Peneliti Forum .
Masyarakat Peduli Parlemen
Indonesia (Formappi) Lucius
Karus mengatakan,
anggaran tunjangan itu
harus dibatalkan. L

“Itu yang membuat kita
sebagai masyarakat prihatin.
Ini seolah tanpa beban, men-
gajukan fasilitas, diang- -

- garkan, di saat mereka

.sendiri gagal memberikan
kepercayaan kepada publils.
Kerja mereka belum mem-
berikan sumbangsih. Masil
nol kinerja. Ini harus
dibatalkan Menkeu meski
sudah disetujui. Jangan
sampai masuk RAPBN 2016,”
kata Lucius di gedung DPR,

. Jakarta, Selasa ;(15/9)

- Dia melihat kenailsan
tunjangan seperti tunjangan
Lkehormatan, tunjangan ko~
munikasi intensif, serta tun—
jangan bantuan langganarn
listrik dan telefonn belum ma-
sule logika. Apalagi di tengah
kondisi ekonomi dala_rn

negeri yang melamban
» Kayalk tuny =%
matan it'u,_,lliiaxx ;
sia-sia meski ¢li: Saek:
anggota dewan kehormatan.
Tapi, apa harus dinaikkan?
. Tidak ada logika yang men-
1)

S -dukun

e aw AR
Kondisi negara kita juga
enurun,” tuturnya. - .
o Jika memang ada keingi-
nan menaikkan tunjangan
jabatan, DPR harus mem-
buktilkkan dengan Igner_la
dulu. "Mau meyalc_lnkan |
keputusan kemudlan publik
mau mendukung mereka,
‘saya kira publik sudah sa-
ngat cerdas memahami ke-
pbutuhan untuk mendukung
> katanya. :
mereka,” k S(Ikar/ asny :
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